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ABSTRAK

Nama :ARIFIN

NIM :1910200017

Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah

Judul :Tinjuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Peraktik Pengalihan Fungsi Rumah Sewa Di Desa Sidodadi
Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek sewa menyewa rumah di
Desa Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan, dan Bagaimana
praktik pengalihan fungsi rumah sewa di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) Penelitian menggunakan konsep sewa menyewa yang di atur
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pisau analisis.

Penelitian ini ketegori penelitian yuridis empiris atau lapangan. Data dalam
penelitian ini ada dua kategori. Pertama data primer, data bersumber dari lapangan
melalui wawancara dan observasi, dalam hal ini masyarakat yang melakukan
aktivitas sewa menyewa rumah. Kedua data sekunder, terdiri dari tiga bahan hukum
yaitu, primer, sekunder dan tersier. Data-data kemudian dianalisis secara deskriptif
untuk kemudian diambil kesimpulan.

Berdasarkan wawancara dan observasi. Praktik sewa menyewa di Desa
Sidodadi di kategorikan 4 bentuk 1) sewa menyewa untuk di manpaatkan menjadi
tempat tinggal 2) sewa menyewa untuk di jadikan tempat usaha 3) sewa menyewa
dengan alih fungsi sesuai dengan akad 4) terjadi pengalihan fungsi rumah sewa
yang tidak sesuai dengan akad. Kemudian di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah sewa menyewa di Desa Sidodadi pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi
syarat-syarat yang di muat dalam syara’. Hanya saja dari beberapa praktik sewa
menyewa ada satu praktik sewa menyewa yang melanggar ketentuan Pasal 319 ayat
2 di mana penyewa melakukan alih fungsi yang tidak sesuai dengan akad, atau

ingkar janji sebagaimana dalam pasal 36 (KHES).

Kata Kunci: : Pengalih Fungsi, Rumah Sewa ,Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

e mms
%5 Seds ,113

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan
waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan
menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad
Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul
TINJUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENGALIHAN FUNGSI RUMAH SEWA DI DESA SIDODADI
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT LABUHAN BATU SELATAN. Ditulis
untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan llmu Hukum (UIN
SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang
sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan,
bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk
menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa
syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor
Universitas Islam  Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor | bidang
Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

vii



viii

Wakil Rektor Il Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan
Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor 111 Bidang
Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Addary Padangsidimpuan
yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses
perkuliahan.

. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah
dan llmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan | Bidang
Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Il Bidang Administrasi
Umum Perencanaan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
selaku Wakil Dekan 111 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

. Ibu Dr. Kholidah, M.Ag selaku Pembimbing | dan Ibu Dr.Nur Sania
Dasopang, S.H.I, M.S.I selaku Pembimbing Il telah menyempatkan
waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini
serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi
ini.

. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,
M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas
Sayariah dan IImu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidimpuan.



5.

10.

Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution. M.Ag selaku Dosen Penasihat
Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah
dan llmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah
membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan

pembahasan penelitian ini.

. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Suwardi dan ibunda tersayang

Tuminem yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa
memberikan do’a disetiap waktu, selalu menyemangati peneliti disaat jatuh,
memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam
setiap langkah hidup peneliti.

Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2,
dan juga teman-temanku di kelas HES 1 yang tidak bisa saya sebutkan
namanya satu persatu, terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi,
serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku peneliti.

Terkhusus untuk teman seperjuangan Rusdia marito Hasibuan,Wahyu
Hasibuan, Pahrijal Hutasuhut, dan Aguslan Mualia Siregar terimakasih telah
menemani dan memberikan dukungan selama ini.

Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri,

dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.



11. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu

dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas
karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan
peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya
Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan
pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh
dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang
sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah
peneliti berserah diri atas segala usaha dan do’a dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, 2023

Peneliti

ARIFIN
NIM: 1910200017



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..ottt 1
A Latar Belakang Masalah ...............ccccocooviiiicccccccc e 1
B FOKUS MaSalah .........c.coiiicce s 5
C Batasan IStHaN............cciicee s 5
D. RUmMuUSan Masalah............ccoiiiiic s 7
E Tujuan PeNEITIAN .....c.cooiiiiieec e 7
F Kegunaan Penelitian.............ccccooviiiiiiiiccccccccccceee e 8
G Penelitian TerdauUlU ... 8
BAB 11 _LANDASAN TEORI ...cocoiiiiiiiictce et 14
A Konsep Sewa Menyewa (ijarah)..........ccccccccoeeeeiiiiciiiniiiiceeeesses 14

1. Pengertian 1arah ... 14

2. Dasar hukum Jarah ... 16

3. Rukun dan Syarat 1jarah...........cccceiiceeess 17

4. Macam-Macam 1Jarah.........cccco 19

5. Akad ljarah dalam KHES...........ccccoiiiieess s 21

6. Hak dan Kewajiban dalam ljarah..........ccccoooiii, 25
B. WVANPEESTAST ...ttt 27
C. Pengalihan Fungsi RUMah SEWa............cccooiiininceneeeesn 31
BAB IHI_ METODE PENELITIAN ...ttt 34
A Lokasi dan Waktu Penelitian ..o 34
B. JeniS PENEITIAN......coiiiiii e 34
C. Pendekatan Penelitian ... 35
D. Sumber Data Penelitian ... 35
E. Teknik Pengumpulan Data .............ccoceiiiiiciiicceceeese e 36
F.Tehnik Pengolahan Data ............cccovoeiiiiciiiccceee e 36
G. ANALSIS DALA......c.oiiii s 38
BAB 1IV_HASIL PENELITIAN ...t 40
A. Temuan Umum Hasil Penelitian ... 40

VI



viii

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian............cccccooeviiinnniieeeeeeees 45
BAB V PENUTUP ...ttt 61
A KESTMPUIAN ... 61
B. SAFAN L.ttt 62

DAFTAR PUSTAKA . 63



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Konsonan
Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangka
ndengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

I_Al\ur;l;f NaTZ;': ruf Huruf Latin Nama
| Alif D”a;ig;r']‘gkan Tidakdilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
- ha h Ha(debnag\]/slzht)itik di
¢ Kha H Kadan ha
3 Dal D De
3 zal Z Zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdanya




Huruf | NamaHuruf .
Arab L atin Huruf Latin Nama
La sad s Es (dengan titik di
bawah)
L dad d De (dengan titik di
bawah)
L ta ¢ Te (dengan titik di
bawah)
L 7a , Zet (dengan titik di
bawah)
d ‘ain Komaterbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
&l Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
o Nun N En
3 Wau W We
° Ha H Ha
s Hamzah Apostrof
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



Xi

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
) Dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
G, Fathah dan ya Ai adani
...... 5 Fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkaLo]IcanHur Nama HurufdanTanda Nama
- Fathah dan alif atau 4 a dan garis atas
....... (S ya =
. I dan garis di
S Kasrah dan ya i bawah
s Dommah dan wau u u dan garis di

atas
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3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
a. Tamarbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada uatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu:Jl. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang
yang diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung diikuti kata sandang itu.
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b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa
dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya.
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Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
hurufkapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab
Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT manusia
akan saling membutuhkan dan berinteraksi dengan manusia lainnya sebab
pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan
bantuan yang lainnya. Dari ikatan tersebut akan menimbulkan hubungan
timbal balik guna untuk mencapai suatu aturan hidup yang kompleks dan
membutuhkan aturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia
tersebut, atau disebut dengan istilah Figh Muamalah.?

Dalam bermuamalah terdapat perikatan yang mengakibatkan sebuah
hubungan hukum antara para pihak yang melaksanakan perikatan. Perikatan
adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk mempertemukan kedua belah
pihak dan akhirnya terjadilah sebuah persetujuan antara lain sewa menyewa,
jual beli, persetujuan kerja, dan lainnya. Salah satu kegiatan muamalah yang
banyak diketahui dalam figh muamalah adalah ijarah atau sewa menyewa.
ljarah ialah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak yang menyewakan
suatu barang atau jasa dengan pihak penyewa agar dapat diambil
manfaatnya dengan harga dan dalam waktu tertentu?.

Sewa-menyewa dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan
gambaran bahwa sewa-menyewa merupakan pertukaran harta atas dasar

kerelaan atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Syarat

!Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.15
27Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.150.
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sewa-menyewa dalam Al-Quran memang tidak disebutkan atau ditentukan
secara terperinci tetapi secara tegas allah menghalalkan sewa-menyewa
kepada umat islam untuk salah satu cara yang halal memiliki atas suatu harta
atau benda. Oleh karena itu, syarat sewa-menyewa harus dalam islam harus
ditetapkan melalui kesepakatan antara penyewan dengan penerima sewai
yang di dasarkan prinsip keadilan. Pelaksanaan rukun dan penetapan syarat
sewa-menyewa dalam hukum ekonomi syariah bagi penyewa dan penerima
sewa dengan cara memperhatikan akad bagi penyewal dan pemberi
sewaan.®

Sewa-menyewa berasal dari hubungan perikatan dengan perjanjian yang
dilakukan oleh dua belah pihak yang dimana harus memenuhi
kewajibannnya sebagai kontraktor, perikatan adalah sebuah tindakan yang
menghubungkan dua orang, sehingga salah satu pihak memiliki hak untuk
memenuhui hak lain, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi
pihak tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu tindakan pengikatan diri
satu dengan yang lain dengan tujuan sama sama memenuhi perikatan.
Dengan demikian perjanjian adalah suatu tindakan dua orang atau lebih
yang melahirkan sebuah perikatan.*

Sewa-menyewa merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk

mengalihkan hak kepemilikan atas Rumah kepada oranglain, Perjanjian

3Shofwan Azmi, “Pelaksanaan Legalisasi Tanah Wakaf,” Jurnal El-Thawalib 3, no. 3
(2022).hal 4.

4Adam Ali Kosage, Tinjauan Kompilasi Figh Muamalah Tentang Pengalihan Fungsi
Rumah Sebagai Warung, skripsi , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung. 2020, hal.4



sewa-menyewa rumah belum sepenuhnya memindahkan hak kepemilikan
atas rumah kepada si penyewa rumah apabila belum melakukan proses
penyerahan,dikarenakan dalam sewa-menyewa rumah melalui kesepakatan
antara penyewa dengan penerima sewa terhadap harga sewa rumah dan
proses penyerahan dengan maksud mengalihkan hak kepemilikan rumah
kepada si penyewa rumah.®

Syarat sewa-menyewa rumah merupakan suatu sumber kelayakan hak
atas rumah sewa bagi sewa-menyewa rumah. Hak atas rumah sewa
merupakan hak untuk menguasai permukaan bumi yang diakui oleh Negara
dengan dibuktikan dalam sebuah dokumen, hak atas rumah sewa muncul
dari perjanjian antara pemberi sewaan dengan penerima sewa, akad yang
sah sebenarnya merupakan akad yang tidak bertentangan dengan syariat
islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan.
Akad yang sah sebenarnya merupakan akad yang memenuhi rukun dan
syarat jual beli artinya akad yang sah adalah akad yang apabila rukun sewa-
menyewa rumah terpenuhi dan syarat-syaratnya dipenuhi oleh si pemberi
sewaan dan si penerima sewa yang tidak bertentangan dengan syariat islam
dan perundang-undangan.®

Prinsip kelayakan berarti wajar dan pantas patut misalnya pemberi

sewaan dan penerima sewa kesepakatan kedua belah pihak. Dasar hukum

SAdam Ali Kosage, Tinjauan Kompilasi Figh Muamalah Tentang Pengalihan Fungsi
Rumah Sebagai Warung, skripsi , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung. 2020, hal 4.

6Adam Ali Kosage, Tinjauan Kompilasi Figh Muamalah Tentang Pengalihan Fungsi
Rumah Sebagai Warung, skripsi , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung. 2020, hal,5



sewa menyewa adalah pasal 1548 KUHP menyatakan bahwa sewa
menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan
dirinya dan pihak yang lain memberikan kenikmatan dari suatu barang
selama waktu tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap barang sewaan
tanpa izin pemilik. Dalam teori berjalannya hukum menurut Budi Harsono,
hak atas rumah sewa adalah memanfaatkan rumah sewa tanpa
memanfaatkan tanahnya, ataupun merubah rumah sewaan tanpa izin si
pemilik rumah. Seperti dalam kehidupan masyarakat Desa Siodadi
Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan karen banyak
masyarakat melakukan tarnsaksi sewa-menyewa rumah.’

Desa Sidodadi kehidupan masyarakatnya banyak melakukan praktik
sewa menyewa rumah, pada sewa-menyewa yang dijanjikan adalah untuk
tempat tinggal, namun peraktiknya musta’jir ~atau  penyewa
mengalihfungsikan menjadi warung, menjadi sewaan lagi kepada orang
lain, dan bahkan merubah rumah yang disewa tanpa sepengetahuan pemilik
rumah, praktik yang demikian pada prinsipnya di benarkan sepanjang hak-
hak musta ’jir di tetapkan dalam akad sebagaimana di sebut dalam pasal 319
ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi hak hak
tambahan musta jir yang berkaitan dengan ma ’jur ditetapkan dalam akad.
Dimana Atau hak-hak penyewa (musta’jir) jika ingin mengubah atau

menambahkan sesuatu terhadap rumah sewaan ( ma jur ) harus di tetapkan

Thdi Aini, “Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang NO. 56
Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian” Jurnal El-Thawalib. 6, no. 1
(2020).hal.7.



dalam akad dan di ketahui oleh pemilik rumah sewaan ( mu ajir ). Tetapi
dalam praktiknya musta’jir melakukan pengalihan fungsi tanpa
sepengetahuan ma jur.

Fenomena ini menarik untuk di kaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi
dengan judul : “TINJUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PERAKTIK PENGALIHAN FUNGSI
RUMAH SEWA DI DESA SIDODADI KECAMATAN KAMPUNG
RAKYAT LABUHAN BATU SELATAN”

B. Fokus Masalah
Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti
agar lebih berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan
latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi bahwa Rumah sebagai
tempat tinggal, sebagai objek sewa-menyewa, maka fokus masalah
proposal ini adalah Pengalihan fungsi rumah sewa.
C. Batasan Istilah
Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang
dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup
tentang pengalihan fungsi rumah sewa di tinjau dari figih muamalah.

1. Pengalihan Fungsi
Pengalihan hak merupakan perpindahan hak terhadap sesuatu

benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pengalihan hak
benda bergerak menurut KUH Perdata cukup dilakukan secara lisan,
yakni sewaktu si pemberi sewaan langsung menyerahkan barangnya

kepada si penerima sewa, maka pada saat itu hak terhadap benda tersebut



telah beralih kepada si penerima sewa tersebut.® pengalihan fungsi juga
dapat di artikan sebahagi perubahan untuk penggunaan lain disebabkan
oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan dan
kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan
meningkatkan tututan akan mutu kehidupan yang lebih baik.°Maka dari
itu ada beberapa faktor yang dapat menjadikan perubahan fungsi sebuah
bangunan rumah tinggal sewa sebagai warung
2. Sewa-menyewa.

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang
kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga
yang disanggupi oleh pihak terakhir.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) adalah pedoman
dalam bidang ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Karena
materi dalam KHES pada dasarnya adalah figih, sehingga kurang tepat
jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah karena istilah
syaria;at lebih di artikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi,
tetap dan lebih luas cakupanya.

Sewa-menyewa( ljarah ) di atur dalam bab 11 terdiri dari 10 bagian

8Adam Ali Kosage,Tinjauan Kompilasi Figh Muamalah Tentang Pengalihan Fungsi
Rumah Sebagai Warung, skripsi , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2020.hal,2.

® Adisti Ananda Yusuff, “Pengalihan Fungsi Pada Rumah Tinggal Menjadi Factory Outlet
Di Bandung”, Jurnal Senada, Vol. 3 (Maret 2020), hal. 464-465.



dan 40 pasal di mulai dari pasal 295 sampai dengan 334 yang terdiri dari
rukun ijarah, syarat pelaksanaan/penyelesaain ijarah, uang ijarah/cara
pembayaran, penggunaan ma jur, pemeliharaan ma’jur/tanggung jawab
kerusakan, harga dan jangka waktu ma jur, jenis ma jur, pengemballian
ma ’jur, ijarah bi tamlik dan shudugq hifzi ide/safe deposit bok.°
D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun

permasalahan yang akan diteliti dalam proposal ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan fungsi rumah sewa yang terjadi di
Desa Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan

Batu Selatan?

2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonimi Syariah terhadap
peraktik pengalihan fungsi rumah sewa di Desa Sidodadi
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian:
1. Untuk Mengetahui bagaimana praktik pengalihan fungsi rumah sewa di

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

2. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonimi

Syariah terhadap pengalihan fungsi rumah sewa di Kabupaten Labuhan

©Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam,(
Jakarta: Kenana) hal. 157-158.



Batu Selatan.
F. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :
A. Manfaat Teoritis

a. Untuk memberikan pemahaman dan dasar hukum tentang
pengalihan fungsi rumah sewa.

b. Untuk memberikan pemahaman serta pengembangan ilmu
pengetahuan bagi peneliti terhadap fenomena fenoma yang
dialami masyarakat.

c. Sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa ataupun masyarakat untuk
melakukan penelitian selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
refrensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Diharapkan dapat menjawab pertanyaan pertanyaan pada objek
penelitian.

c. Secara praktis diharapkan dengan adanya proposal ini bisa menjadi
masukan ataupun saran bagi masyarakat yang ingin melakukan
pengalihan fungsi ruma.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, penulis mengambil referensi dari

penelitian dengan judul serupa mengenai implementasi sewa-menyewa

rumah yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian



terdahulu yaitu:

1. Sumber penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari
Adam Ali Kosagie yang berjudul “Tinjauan Figh Muamalah Tentang
Pengalihan Fungsi Rumah Sewa Sebagai Warung (Studi Pada
Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan)" Hasil
penelitian ini menunjukan praktik yang dilakukan penyewa rumah
melanggar perjanjian yang disepakati oleh pemilik rumah tersebut untuk
dialihkan menjadi warung untuk mendapatkan keuntungan tanpa
persetujuan pemilik rumah tersebut, maka dari ini praktik sewa
menyewa rumah kontrakan di Jemur Wonosari ini tidak sah. Hal ini di

karenakan dalam rukun ijarah yakni pada sighat ( ijab dan gabul).

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari
Rukhan Fadoli “Tinjauan Figh Muamalah terhadap alih fungsi
pengelolaan tanah dalam sewa tanah” hasil penelitian ini dari rukun dan
syarat dalam akad sewa menyewa. Mengenai masalah keuntungan yang
di dapat dari hasil usaha rumah kontrakan sesuai dengan konsep Figh
Muamalah karena keuntungan yang diperoleh berasal dari hasil sewa
rumah, sedangkan masalah kerugian pada usaha rumah kontrakan akan
terjadi kerugian apabila terjadi kebakaran, di karenakan arus pendek
listrik ataupun sebab lainnya. Mengingat banyaknya masalah yang
didatangkan sumbangan non tunai ini, penulis menyimpulkan bahwa
hukum sumbangan non tunai pada dasarnya adalah boleh dengan catatan

tidak mengandung unsur paksaan dan riya di dalamnya serta
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peruntukannya bukan ke hal-hal yang sifatnya duniawi melainkan untuk
melaksanakan tugas utama sebagai khalifah di bumi yaitu beribadah di

jalan Allah swt.!

3. Moch Badrus Soleh yang berjudul "Analisis Figh Muamalah terhadap
alih fungsi rumah kontrakan untuk bisnis di jemur wonosari Surabaya"
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa rumah
yang di alih fungsikan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa
praktik yang dilakukan oleh penyewa rumah tersebut melanggar
perjanjian yang sudah disepakati oleh pemilik rumah tersebut untuk
dialih  fungsikan menjadi indentifikasi kos (kos harian) untuk
mendapatkan keuntungan tanpa persetujuan pemilik rumah tersebut,
maka dari ini praktik sewa menyewa rumah kontrakan di Jemur
Wonosari ini tidak sah. Hal ini di karenakan dalam rukun ijarah yakni
pada sighat ( ijab dan gabul).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada
penelitian terdahulu yang dilakukan Adam Ali Kosagie yang berjudul
“Tinjauan Figh Muamalah Tentang Pengalihan Fungsi Rumah Sewa
Sebagai Warung (Studi Pada Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan
Kotabumi Selatan)" Hasil penelitian ini menunjukan praktik yang
dilakukan penyewa rumah melanggar perjanjian yang disepakati oleh

pemilik rumah tersebut untuk dialihkan menjadi warung untuk

“Nurhikmah Djufri, skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa
Menyewa Rumah Kontrakan, 2019, hal. 13.
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mendapatkan keuntungan tanpa persetujuan pemilik rumah tersebut,
maka dari ini praktik sewa menyewa rumah kontrakan di Jemur
Wonosari ini tidak sah yang membedakan dengan penelitian saya adalah
dalam penelitian ini membahas tentang semua pengalihan fungsi rumah

ditinjau dari Figh muamalah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan “Tinjauan Figh Muamalah
terhadap alih fungsi pengelolaan tanah dalam sewa tanah” hasil
penelitian ini dari rukun dan syarat dalam akad sewa menyewa.
Mengenai masalah keuntungan yang di dapat dari hasil usaha rumah
kontrakan sesuai dengan konsep Figh Muamalah karena keuntungan
yang diperoleh berasal dari hasil sewa rumah, sedangkan masalah
kerugian pada usaha rumah kontrakan akan terjadi kerugian apabila
terjadi kebakaran, di karenakan arus pendek listrik ataupun sebab
lainnya, yang membedakan dengan penelitian saya adalah dalam
penelitian ini membahas tentang semua pengalihan fungsi rumah

ditinjau dari Figh muamalah.

Moch Badrus Soleh yang berjudul "Analisis Figh Muamalah
terhadap alih fungsi rumah kontrakan untuk bisnis di jemur wonosari
Surabaya™ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa
menyewa rumah yang di alih fungsikan. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa praktik yang dilakukan oleh penyewa rumah
tersebut melanggar perjanjian yang sudah disepakati oleh pemilik rumah

tersebut untuk dialih fungsikan menjadi indentifikasi kos (kos harian)
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untuk mendapatkan keuntungan tanpa persetujuan pemilik rumah
tersebut, yang membedakan dengan penelitian saya adalah dalam
penelitian ini membahas tentang semua pengalihan fungsi rumah

ditinjau dari Figh muamalah.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk dapat mempermudah dalam memahami materi dalam
penulisan ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab yang
terdiri dari 5 bab, perlu dikemukakan dalam sistematika pembahasan

sebagai berikut:

BAB | merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum
mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar
belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, batasan Istilah,
tujuan penelitian, dan kajian terdahulu.

BAB Il merupakan bab yang memuat tentang kerangka teori
relevan. Terdiri dari A) konsep sewa menyewa yang berisikan 1)
pengertian ijarah 2) dasar hukum ijarah 3)rukun dan syarat ijarah 4)
macam-macam ijarah 5) akad ijarah 6) hak dan kewajiban dalam ijarah 6)
wanprestasi 7) pengalihan fungsi rumah sewa.

BAB Ill memuat secara rinci metode penelitian yang di gunakan
peneliti beserta alasannya waktu penelitian,jenis penelitian, metode
penelitian,sumber penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian,

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara.
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BAB IV berisi hasil penelitian,terdiri dari: A.Temuan umum
B.Temuan khusus terdiri dari 1)Praktik Pengalihan Fungsi Rumah Sewa Yang
Terjadi Di Desa Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan
Batu Selatan 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pengalihan Fungsi Rumah Sewa Di Desa Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat

Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

BAB V bab terakhir berisikan kesimpulan, saran-saran dan

rekomendasi.



BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Konsep Sewa Menyewa (ijarah)

1. Pengertian ljarah

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ijarah yang
berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. ljarah merupakan salah satu bentuk
kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-
menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.

Menurut imam fugaha ijarah yang dimana Syafi’iyah mendefinisikan
ijarah sebagai: akad atas suatu kemanfaatan yang mengundang maksud
tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan
pengganti tertentu.

Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai, akad atas suatu kemanfaatan
dengan pengganti. Sementara ulama Malikiyah dan Hanabiyah
mendefinisikan ijarah sebagai, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang
mudah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Sedangkan ijarah menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan ijarah
yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.*?

Dari beberapa pengertian yang telah di jelaskan sebelumnya dapat
disimpulkan bahawa akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang

objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu.

88.

12 M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Jakarta: Kencana, 2009), hal

14
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2. Dasar hukum ijarah
Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan sewa menyewa atau ijarah
pada dasarnya adalah mubah, dan disyariatkan berdasarkan Al-quran, sunnah,
dan ijjma’
a. Landasan Al-Quran Diantara dasar hukum Al-Quran ialah: Firman Allah

Surah Al-Qashash: 26

, ; e _ -
Gl gl & m ) a5 B i) el 0gds) 206

Artinya : “dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu b erkat,
“wahai ayahku! Jadikanlah dia sebegai pekerja (pada
kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau
ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
dan dapat dipercaya.

Firman Allah dalam Surah Al- Bagarah Ayat 168

/«’E— _ > /E 2) Py _ Py _ —
B ol Bl oy 1A BV ks 2N 1K 26D
?5 -/:g}/5}/

Artinya :Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata
bagimu.

b. Landasan Sunnah / Hadist
Diantara dasar hukum yang terdapat dalam Sunnah ialah:
Hadis riwayat Ibnu Majah

Yang artinya : “berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum

kering keringatnya”

16
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Landasan [jma’

Landasan ijma’ dari dari praktek pelaksanaan ijarah adalah semua
umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang menbantah
kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka

yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.

3. Rukun dan Syarat ljarah

Berdasarkan ketentuan dalam sawa menyewa telah ditentukan aturan-

aturan hukum seperti syarat, rukun dalam bentuk perjanjian. Yang dimana

terdapat syarat ijarah sebangai berikut:

a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk

f.

melakukan akad ijarah.

. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna,

sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut baik untuk
diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau

meminjamkan.

. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (ijarah ‘ala al-

‘amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual bagi orang tersebut

seperti shalat atau puasa.

. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat

disewakan.
Imbalan sewa atau upah harus memiliki nilai tertentu..

Dan sebagaimana disini juga terdapat beberapa Rukun ijarah
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adalah sebagai berikut:
1. Pelaku akad (Al-mu jir dan Al musta jir)

Al-mu ’jir terkadang juga disebut dengan al-ajir yang keduanya
mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan yaitu orang yang
menyerahkan barang sewaan dengan akad ijarah (pemberi sewa).
Istilah al-ajir, yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja
(pemberi jasa), sedangkan yang di maksud al-musta ’jir adalah orang
yang menyewa (penyewa)

2. Shighat

Sebagaimana dalam halnya shighat dalam jual beli, persyaratan
shighat dalam ijarah juga sama dengan persyaratan shighat dalam jual
beli. Akad ijarah tidak sah bila antara ijab dan gabul tidak bersesuain,
seperti tidak bersesuain antara objek akad dan batas waktu. ljab
disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan
lisan, tulisan, isyarat maupun lainya, harus jelas jenis akad yang di
kehendaki, begitu pula gabul harus jelas maksud dan isinya akad.

Dalam persoalan lafal teknis ijarah itu sendiri, mayoritas ulama
Hanafiyyah mengatakan harus dilakukan dengan lafal al-ijaraf dan
al-ikrah dengan berbagai perubahannya. Begitu juga dalam hal sewa-
menyewa harus digunakan perkataan sewa menyewa atau kata lain
yang disertai indikasi yang menunjukkan secara jelas maksud milik

atas manfa’at dengan suatu imbalan.™®

13 Sohari Sahrini dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (bogor: cet 1 ghahlia Indonesia
2011) , Him. 124



19

3. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma’qud ‘alayh)

Dalam akad ijarah sebagaimana transaksi pertukaran lainnya,
juga terdapat dua objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang
sewa/upah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa hanya
satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan gabul (persetujuan
terhadap sewa menyewa). 4

4. Macam-Macam ljarah
Dilihat dari segi objeknya, akad ljarah (sewa-menyewa) dibagi oleh
ulama Figih menjadi dua macam, yaitu.®
1. Bersifat manfaat.

a. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat
dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan
informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

b. Objek ijarah dapat diserah terimakan secara langsung dan tidak
mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak
dibolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan
pihak ketiga.

c. Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara’, misalnya
menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain-

lain.

14 Darwis Harahap, Arbanur rasyid, Idris Saleh. Fikih Muamalah 1 (Medan Sunggal:
Merdeka Kreasi Grup, 2022), hal.138
15 Gufron Masadi, Muamalah Kontekstual ( Jakarta: Rajawali Pers 2002) ,HIm.186 .
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d. Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya
menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk di tempati. Tidak
diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi
untuk diambil susunya dan sebagainya. Harta benda harus bersifat
isti‘'maliy, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang
tanpa mengakibatkan kerusakan bagi zat dan pengurangan sifatnya.

2. Bersifat pekerjaan
ljarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. ljarah (sewa-menyewa)
semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis
pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan,
harus ditentukan. Pendek kata dalam hal ijarah pekerjaan, diharuskan
adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan
seseorang dengan periode tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan.

b. Pekerjaan yang menjadi obyek ijarah tidak boleh berupa pekerjaan
yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta jir
seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain.®

Sehubungan dengan prinsip ini mengenai ijarah mu’adzin, imam,
dan pengajar Al-Qur’an, menurut Fugaha Hanafiah dan Hambaliah tidak
sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan tagarrub (pendekatan

diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i

16 Burhanuddin, Fikih Ibadah, ( Bandung: pustaka setia, 2001), HIm. 37-39.
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melakukan ijarah dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlaku pada
pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa
bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak
apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak
secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa
menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat
dimanfaatkan. Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang
berakad meninggal dunia maka akad sewa menyewa menjadi batal karena
manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama,
akad itu tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan
kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta.’

5. Akad ljarah dalam KHES
Akad ljarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah
pengaturan tentang ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat
dalam bab X (Pasal 251-290).50 Cakupan pembahasannya yang pertama,
membahas tentang rukun ijarah yang terdiri atas;
a) pihak yang menyewsa;
b) pihak yang menyewakan;
¢) benda yang di-ijarah-kan;
d) Akad sighah

akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad ijarah dapat

17 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam lisla (Jakarta: Pustaka ), Hal. 57.
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dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad ijarah dapat diubah,
diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Akad ijarah dapat
diberlakukan untuk waktu yang akan datang.

Kedua, menjelaskan tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian
ijarah. Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang
melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Pihak
yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.
Penggunaan benda ijarah harus dicantumkan dalam akad ijarah. Jika
penggunaan benda ijarah tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka
benda ijarah digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Jika salah
satu syarat dalam akad ijarah tidak ada maka akad itu batal. Uang ijarah tidak
harus dibayar apabila akad ijarah-nya batal. Harga ijarah yang wajar/ujrah al-
mithl adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan
jujur (pasal 257-262).

Ketiga, memaparkan tentang uang ijarah dan cara pembayarannya. Jasa
penyewaan dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan
kesepakatan. Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka,
pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek ijarah selesai digunakan,
atau diutang berdasarkan kesepakatan. Uang muka ijarah yang sudah dibayar
tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka
ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan

ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Uang muka ijarah tidak harus
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dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan
oleh pihak yang akan menyewa (pasal 263-264).

Keempat, menuturkan tentang penggunaan objek ijarah. Penyewa dapat
menggunakan objek ijarah secara bebas jika akad ijarah dilakukan secara
mutlak. Penyewa hanya dapat menggunakan objek ijarah secara tertentu jika
akad ijarah dilakukan secara terbatas. Penyewa dilarang menyewakan dan
meminjamkan objek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang
menyewakan. Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda
ijarah tersebut tidak digunakan (pasal 265-267).

Kelima, menyebutkan tentang pemeliharaan objek ijarah, tanggung
jawab kerusakan dan nilai serta jangka waktu ijarah. Pemeliharaan objek
ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam
akad. Kerusakan objek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah
tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. Jika objek
ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa
maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Jika dalam akad ijarah
tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan
objek ijarah maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang
dijadikan hukum. Penyewa wajib membayar objek ijarah yang rusak
berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan
melalui musyawarah (pasal 268-270).

Keenam, menjelaskan tentang harga dan jangka waktu ijarah. Nilai atau

harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu
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yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan dan atau tahun. Awal waktu
ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu ijarah dapat
diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Kelebihan waktu dalam ijarah
yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan
atau kebiasaan (pasal 271-273).

Ketujuh, membicarakan tentang jenis barang yang di-ijarah-kan dan
pengembalian objek ijarah. Benda yang menjadi objek ijarah harus
bendayang halal atau mubah. Benda ijarah harus digunakan untuk hal-hal
yang dibenarkan menurut syariat. Setiap benda yang dapat dijadikan objek
jual-beli dapat dijadikan objek ijarah. Benda yang di-ijarah-kan boleh
keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.
Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek ijarahditetapkan
dalam akad ijarah. Apabila hak-hak tambahan penyewa tersebut tidak
ditetapkan dalam akad maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan
berdasarkan kebiasaan (pasal 274-275).

Kedelapan, membahas tentang pengembalian objek ijarah.
ljarahberakhir dengan selesainya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.
Cara pengembalian objek ijarah dilakukan berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam akad. Bila cara pengembalian objek ijarah tidak ditentukan
dalam akad maka pengembalian benda ijarah dilakukan sesuai dengan
kebiasaan (pasal 276-277).

Kesembilan, memaparkan tentang ijarah muntahiyah bi al-tamlik.

Rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan ijarah
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muntahiyah bi al-tamlik. Dalam ijarah muntahiyah bi al-tamlik suatu benda
antara mu’jir/pihak yang menyewakan dengan musta’jir/pihak penyewa
diakhiri dengan pembelian ma’jur/ objek ijarah oleh musta’jir/pihak
penyewa. ljarah muntahiyah bi al-tamlik harus dinyatakan secara eksplisit
dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah
masa ijarah muntahiyah bi al-tamlik berakhir. Musta’jir/penyewa dalam akad
ijarah muntahiyah bi al-tamlik dilarang menyewakan dan atau menjual
ma’jur/benda yang disewa. Harga ijarah dalam akad ijarah muntahiyah bi al-
tamlik sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.

Kesepuluh, menuturkan tentang sunduq hifzi ida’/ safe deposit
box.Penggunaan sunduq hifzi ida’/ safe deposit box dapat dilakukan dengan
akad ijarah. Penggunaan sundugq hifzi ida’/ safe deposit box berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat ijarah. Benda-benda yang
dapat disimpan dalam sunduq hifzi ida’/ safe deposit box adalah benda yang
berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. Besar biaya
ijarah sundugq hifzi ida’/safe deposit box ditetapkan berdasarkan kesepakatan
dalam akad. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa
ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan
rukun dan syarat ijarah (pasal 286-290)
. Hak dan Kewajiban dalam ljarah

Akibat hukum dari adanya suatu ijab gabul dalam akad ialah berlakunya
suatu hak dan kawajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kawajiban

dalam sawa menyewa (ijarah) bagi mu jir dan musta ’jir diantanra sebagai
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berikut:

a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (ma 7jir)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.

Berhak atas uang yang besarnya sesuai dengan yang telah
diperjanjikan

Menjamin terhadap barang yang disewakan jika terdapat cacat.
Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan bukan
yang disebabkan oleh ulah penyewa.

Memberikan pihak penyewa kenikmatan/mamfaat atas barang yang
disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.

Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.

b. Hak dan kewajiban pihak penyewa (musta jir)

1)

2)

3)

4)

5)

Membeyar harga yang telah ditentukan.

Menerima mamfaat dari dari barang yang disewanya.

Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta
menggunakannya sesuai dengan kesepakatan dalam ijarah
Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan sesuai
dengan yang disepakati dalam ijarah.

Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan
oleh pelangaran /kelalaian penyewa.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak

yang melakukan perjanjian, jika nantinya mereka tidak melaksanakan maka

bisa dianggap sebagai ingkar janji atau wanprestasi.
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B. Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat
antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji
dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang
tidak sengaja ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk
memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak
melakukan prestasi tersebut.
Wanprestasi dapat berupa:
a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
c. Terlambat memenuhi prestasi;
d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak
yang berprestasi) dirugikan. Berkaitan dengan uang sewa dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dijelaskan dalam beberapa pasal
diantaranya:'®
1) Pasal 307
a) Jasa ijarah berupa uang, surat berharga, dan/ atau benda lain

berdasarkan kesepakatan.

18 Dermina Dalimunte “Akibat Hukum Wanprestasidalam Perspektif Kitab Undang
Undang Hukun Perdata(BW "), Jurnal Al- Magasid: Jurnal limukesyariahan Dan Keperdataan,
Vol.3, No. 1 Tahun 2017, HIim. 14.
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b) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka,
pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma jur selesai
digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

2) Pasal 315

a) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentkan berdasarkan satuan
waktu.

b) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam,
hari, bulan, dan/ atau tahun.
3) Pasal 317

Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta;jir,

harus dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berkaitan dengan wanprestasi juga dijelaskan dalam Pasal 36
KHES bahwa pihak yang diaggap melakukan ingkar janji apabila
karena kesalahannya.

a) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya;
c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.
Pasal 37 KHES menjelaskan bahwa pihak dalam akad
melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan

sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi
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perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus
dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Selanjutnya dalam pasal 38 KHES dijelaskan bahwa pihak
dalam akad yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dapat dijatuhi
sanksi berupa:

a. Membayar ganti rugi;

b. Pembatalan akad;

c. Peralihan resiko;

d. Denda; dan/atau

e. Membayar biaya perkara.

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam
sewa menyewa untuk pembayaran uang sewa sesuai dengan batas
waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang dirugikan dapat
menuntutnya dengan berupa tuntutan:

a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi
Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi sebagai berikut yaitu:
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan
debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur

tidak memenuhi prestasi sama sekali.
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b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi
debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur
dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. debitur yang
memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut
tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi
prestasi sama sekali.*®

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat

macam yaitu:

1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
yang artinya bahwa seorang itu tidak malukan
kewajibannya sebagaimana yang telah disepati dalam suatu
perjanjian

2). Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak
sebagaimana dijanjikannya;

3). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, yang
artinya seorang telah melakukan perjanjian tersebut tetapi
terlambat dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan, yang dimana suatu peraturan yang telah dibaut
di awal tersebut maka pihak yang melakukan perjanjia tidak

dibolehkan melakukan perbuatan yang tidak ada tercantum

19 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta : Penerbit Intermasa, 1998) Him. 146.
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dalam suatu perjanjian.

Untuk  mengatakan bahwa seseorang  melakukan
wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah
karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu
pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut
Pasal 1238 KUHPerdata yang menyakan bahwa: “Si berutang
adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri,
ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai
dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

C. Pengalihan Fungsi Rumah Sewa

Pengalihan fungsi adalah perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan
kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi
lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi
lahan itu sendiri. pengalihan fungsi juga dapat di artikan sebahagi perubahan
untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar
meliputi keperluan dan kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya
dan meningkatkan tututan akan mutu kehidupan yang lebih baik.?°Maka dari
itu ada beberapa faktor yang dapat menjadikan perubahan fungsi sebuah

bangunan rumah tinggal sewa sebagai warung, dianataranya adalah:

20 Adisti Ananda Yusuff, “Pengalihan Fungsi Pada Rumah Tinggal Menjadi Factory Outlet
Di Bandung”, Jurnal Senada, Vol. 3 (Maret 2020), hal. 464-465.
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a) Faktor Sosial Budaya (Gaya Hidup)
Faktor sosial budaya yang terjadi pada suatu daerah dapat mengakibatkan
perubahan fungsi sebuah bangunan. Masuknya masyarakat baru dengan
keadaan sosial yang berbeda, menurut pemenuhan kebutuhan yang
berbeda pula. Perubahan fungsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
orang baru tersebut.

b) Faktor Sejarah
Bangunan bersejaran mengandung nilai-nilai yang harus di lestarikan,
tetapi seringkali fungsi awal bangunan tersebut tidak sesuai dengan
kondisi keadaan masa kini. Fungsi baru harus di tempatkan pada bangunan
tersebut agar bangunan tetap digunakan dan terawat.

c) Faktor Ekonomi
Gejolak perekonomian dapat meyebabkan sebuah bangunan berubah
fungsi, ketika Indonesia dilanda krisi moneter di tahun 1998, banyak
bangunan yang berubah fungsi menjadi tempat usaha dengan harapan
dapat meraih keuntungan. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor
yag dapat menjadikan perubahan atau pengalihan fungsi pada rumah
sewaan.?!

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yag dapat menjadikan
perubahan atau pengalihan fungsi pada rumah sewa. Hal ini di karenakan,
banyak masyarakat di sekitar rumah sewa tersebut yang membutuhkan

keperluan pangan rumah tangga. Sehingga hal tersebut menguntungkan bagi

2LAdisti Ananda Yusuff, “Pengalihan Fungsi Pada Rumah Tinggal Menjadi Factory Outlet
Di Bandung”, Jurnal Senada, Vol. 3 (Maret 2020), hal. 464-465.
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penyewa rumah untu membuka warung di rumah sewaan tersebut.

Menurut figh bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan
persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh
syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah yaitu.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya”??

“Menghindarikan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas

mendatangkan kemaslahatan.”?

Oleh karena itu hukum sewa menyewa dalam peraktiknya harus
memenuhi rukunnya, yaitu adanya ijab dan gabul dalam kesepakatan disertai
dengan suka dengan suka antara mu “ajirr dan musta ‘‘jir. Dalam pengalihan
fungsi rumah sewa yang di jadikan warung menjadi bentuk lain dari sebuah
kesepakatan bersama, maka dari itu membuat hubungan antara mu “ajir dan
musta "jir cenderung tidak baik dan merusak tatanan rumah sewaan milik
mu "ajir, hal tersebut di jelaskan dalam sebuat ayat Al-Qur“an surat Al-A“raf

ayat 56, Allah Swt berfirman:
) & ) ) B )
A A5 ) e B 452303 ool S sV 1558

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik

22Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 180.
23 Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan ljarah, hal. 2-3.



BAB I
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena
karena banyaknya masyarakat yang melakukan sewa menyewa rumah namun
tidak sesuai dengan akad yang di sepakati. Adapun waktu yang digunakan
mulai bulan April 2023 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field
Research) yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta
fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi pada praktik
pengalihan fungsi rumah sewa di desa Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pendekatan yang digunakan adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud
memahami fenomena tentang pengalihan fungsi rumah sewa di desa Sidodadi
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif lebih menekankan
analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisa terhadap

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika

34
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alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan
penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis
penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field
research.?*

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif

kualitatif. Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti
ketegasan dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk
menghasilakan realitas yang menyeluruh data yang dikumpulkan berupa kata-
kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari observasi dan
wawancara. Jadi, penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan
gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

D. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Data Primer atau data pokok. Data ini bersumber dari lapangan atau
diperoleh langsung dari sumber utama. Melalui wawancara dengan
masyarakat yang melakukan praktik sewa-menyewa di Desa Sidodadi.

Yang dalam hal ini melibatkan 11 orang 4 rumah.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data
primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan

yang diperoleh dari dokumen-dokumen, dan buku-buku tentang sewa-

24 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.
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menyewa menurut hukum Islam, Fikih muamalah, Kompolasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) atau buku lain yang berkaitan dengan tema
penelitian yang di bahas.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan
berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si
peneliti.*® Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari
observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung
dengan Penyewa, penerima sewa, perangkat desa.

2. Observasi

Observasi yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan
sumber informasi tentang objek penelitian, sebagai pengamatan dan
pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematik terhadapa gejala yang
tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan
data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis
dengan gejala-gejala yang diselidiki.?®

F. Tehnik Pengolahan Data
Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data

(mengkategorikan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar

5 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 137.
% Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metode Penelitian, (Jakarta; PT Bumi Aksara 2005),
hal. 70.
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penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang dihadapi dalam
penelitian tersebut sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab
masalah yang dihadapi dalam penelitian agar dapat dianalisis untuk ditari
kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa
hasil wawancara , hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun
data sekunder kemudian data tersebut diolah dan di deskripsikan. Dalam
penelitian ini, langkah —langkah pengolahan data yang yang dilakukan peneliti
adalah sebagai berikut:

1. Editing/ edit
Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data
di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada
yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada
diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses
menganalisis data sangat perlu tahap editing.
2. Kilasifikasi
Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara
diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan
pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-

benar memuat informasi di dalam penelitian ini.
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3. Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul
untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan
sesuai dengan yang diharapkan peneliti.?

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema
dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang
menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul,
sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan
sebenarnya.?® Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan
dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam penelitian
melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode analisis
data Deskriptif Kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau
status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut
kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data penelitian kualitatif metode atau cara mendapatkan data
menjadi informasai sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah
untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahn
yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian, setelah ditelaah dan
dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan

mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.?®

27 Sukur Kolil, Metodologi Penelitian (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

28 Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

29 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta 2012), hal. 234-245
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

Desa Sidodadi merupakan Desa perbatasan antara Sumatera Utara
dengan Riau, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan
pada umumnya beragama Islam dimana masih kental dengan tradisi,
kebudayaan dengan kata lain Islam yang mengikuti kata Kyai, orang terdahulu(
Islam tradisional). Sesuatu hal agama di kaitkan dengan kebudayaan seperti
masih adanya Selametan, tahlilan dan lain sebagainya.*

Secara geografis Desa Sisodadi Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhan Batu Selatan berada pada ujung sebelah barat. Desa
Sidodadi merupakan merupakan salah satu Desa yang terletak di Pulau
Sumatera, yaitu Sumatera Utara Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhan Batu Selatan. Desa Sidodadi berada pada ketinggian tempat sekitar 0-
23 m DPL, dan memiliki luas Wilayah sekitar 16 Km2. dengan pusat
pemerintahannya terletak di Tanjung Medan dengan jumlah penduduk 9128
Jiwa.

Adapun batasan wilayah Desa Teluk Panji, meliputi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa teluk Panji 1.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Provinsi Riau.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Torgamba.

30 Buku Administrasi Pemerintahan Desa Sidodadi
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4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Sponggol.3!

Adapun Luas Wilayah Desa Sidodadi adalah 16 Km2 dimana 30%
berupa lahan perkebunan yang bertopografi daratan sebagai lahan pertanian
yang dimanfaatkan untuk perkebunan tanah hujan, 10% untuk pemukiman
penduduk masyarakat dan sisanya 45% Perkebunan. Berdasarkan data
kependudukan Kantor Kepala Desa Sidodadi, total jumlah penduduk Desa
Sidodadi sebanyak 9128 jiwa atau 2399 KK, yang terbagi dalam 15 (lima belas
) wilayah Dusun, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan mata
pencaharian dan tingkat pendidikan yang berbeda- beda. Untuk mengetahui

lebih rinci tentang penduduk desa Sidodadi dapat dilihat pada table berikut:

NO Keterangan Jumlah
1 Jumlah Penduduk laki-laki 4631 jiwa
2 | Jumlah Penduduk Perempuan 4497 jiwa
3 Jumlah Penduduk 9128 jiwa
4 Jumlah KK 2399 KK

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 9128 jiwa
penduduk Desa Sidodadi, jenis kelamin laki- laki lebih banyak dibandingkan
dengan jenis kelamin perempuan lebih sedikit, yaitu jenis kelamin Laki-laki

4631 jiwa atau 55 %, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 4497 jiwa

$11bid. hal 43
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atau 45 %.%2
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidodadi (SOPD)
Struktur Organisai Desa Sidodadi Kecamatan kampung rakyat
menganut system kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal
yang digunakan untuk mendefenisikan hierarki dalam sebuah organisasai
dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasai tersebut dalam mencapai
tujuan yang ditetapkan dimasa depan, selengkapnya disajikan dalam gambar

sebagai berikut:®®

—_———

KEPALA DESA

SEKRETARIS
P

~

_ |
)

KAUR KAUR
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN

KAUR
KAUR KESRA KEUANGAN KAUR UMUM

Susunan organisasi Desa Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat
Labuhan Batu Selatan:

1. Kepala Desa : Yulinda Nehri,S.Pd

32 Data Kependudukan Desa Sidodadi, Observasi Tanggal 12 Agustus 2023
Ibid hal 44
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2. Sekertaris : Wagiman
3. Kaur Pemerintahan : Junar

4. Kaur Pembangunan : Sumianto

5. Kaur Kesra : Winda
6. Kaur Keuangan : Suyatno
7. Kaur Umum : Meliani Nasution

2. Keadaan Iklim

Keadaan Iklim Wilayah Sidodadi sebagian besar memiliki topografi
yang daerah dataran rendah sehinga rentan banjir dan sebagian juga
berbukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Oleh karena itu
sebagai wilayah yang beriklim. Desa Sidodadi juga memiliki udara panas
31 derajat celcius, yang dipengaruhi oleh sungai yang luas disana dan juga.
dan juga sudah banyaknya penebangan hutan disekitar desa sehingga udara
cukup panas karena tidak adanya pelindung dari sengat matahari. Di Desa
Sidodai terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim
hujan biasanya terjadi pada bulan September hingga Desember. Sedangkan
musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Jumlah hari
hujan rata-rata sepanjang tahun adalah sekitar 164 hari hujan dengan curah

hujan sebesar 3.161 mm atau rata-rata sekitar 19,27 mm tiap bulannya.®*

3. Sejarah Praktik Sewa Menyewa di Desa Sidodadi

Praktik sewa menyewa di Desa Sidodadi Kecamatan Kampung

Rakayat Kabupaten Labuhanbatu selatan pertama kali terjadi kira-kira

% Ibid. hal 44
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pada tahun 1990-2000 praktik sewa-menyewa rumah terjadi seiringan
dengan terbentuknya Desa Sidodadi dan menggunakan perjanjian
praktik sewa-menyewa pada umumnya. Sewa-menyewa sebagaimana
perjanjian lainnya, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum
yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah
berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu’ajir) berkewajiban
untuk menyerahkan barang (Ma’jur) kepada pihak penyewa
(Musta’jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka
pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya
(ujrah).

Praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di Desa Sidodadi
Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan pada umumnya
diwajibkan melakukan pembayaran terlebih dahulu dari harga sewa
yang berjumlah 300.000 perbulannya, dengan menyebutkan ciri fisik
yaitu ukuran rumah kontrakan 7x12 dan jangka waktu penempatan
sebulan berserta menyerahkan fotocopy KTP, yang akan digunakan
untuk jaminan rumah kontrakan. Hal ini hampir semua rumah
kontrakan harus bayar terlebih dahulu sebelum menempati rumah
tersebut, jika sudah membayar maka boleh langsung menempati rumah
kontrakan tersebut. Jika disandingkan dengan permasalahan yang
terjadi pada praktik sewa-menyewa rumah kontrakan di Desa Sidodadi
dimana pada saat melakukan akad sudah disepakati letak rumah yang

akan disewakan, setelah para penyewa mendapatkan rumah kontrakan
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mereka langsung menempati rumahnya.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peraktik Sewa Menyewa di Desa Sidodadi

Praktik sewa-menyewa menjadi hal yang sudah biasa di lakukan
masyarakat, termasuk di Desa Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat
Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan observasi peneliti menemukan dari
2399 kk terdapat 81 keluarga yang menyewa. di lakukan oleh pihak
pemilik rumah sewaan (mu’jir) dan pihak penyewa (mus’tajir) untuk di
manfaatkan dan di nikmati secara penuh barang sewaan dengan upah dan

perjanjian yang telah di sepakati.®
Wawancara dengan ibu Suryani sebagai penyewa beliau
mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun menyewah rumah untuk
di jadikan tempat tinggal.>’Keterangan yang sama juga di sampaikan
bapak Sabar sebagai penyewa beliau mengatakan bahwa dalam kurun
waktu 1 tahun menyewa rumah untuk di jadikan tempak tinggal.*Begitu
juga dengan Ibu Sugiyem sebagai penyewa beliau mengatakan bahwa
dalam kurun waktu 5 bulan menyewa rumah untuk di jadikan tempak
tinggal .**Hal yang sama juga di sampaikan bapak Sudar sebagai penyewa
beliau mengatakan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun menyewa rumah

untuk di jadikan tempak tinggal.*°

% Data Praktik sewa-menyewa Desa Sidodadi, Observasi Tanggal 19 November 2023
37 Wawancara lbu Suryani, Penyewa Rumah Tanggal 5 November 2023.

38 Wawancara Bapak Sabar, Penyewa Rumah Tanggal 5 November 2023.
$\Wawancara Bapak Sabar, Penyewa Rumah Tanggal 5 November 2023

40 Wawancara Bapak Sudar, Penyewa Rumah Tanggal 5 November 2023
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Berbeda dengan bapak junar beliau menyewa ruko sesuai dengan
akad untuk di jadikan usaha.

“Saya menyewa ruko ini selama 1 tahun untuk di jadikan usaha dan

saya akan menjadikan ruko ini sebagai apotik”

Sedikit berbeda dengan bapak Herman beliau menyewa rumah
untuk dijadikan tempat usaha dalam akadnya bapak herman meminta ijin
kepada bapak suyono sebagai pemilik rumah untuk mengalihfungsikan
rumah tersebut menjadi tempat usaha dan pemilik rumah pun
mengijinkan penyewa mengubah rumah tersebut menjadi tempat
berbisnis.** Artinya ketika bapak Herman berencana mengubah
mengubah bentuk rumabh itu sendiri tanpa ada bantuan dari pemilik rumah
dan mengalihfungsikan rumah tersebut menjadi tempat berbisnis.*’Hal
ini di benarkan oleh pemilik rumah Bapak suyono

“Pihak penyewa meminta ijin untuk mengalihfungsikan rumah

sewa tersebut”

Demikian juga dengan bapak Wahyu Hasibuan penyewa dalam
akad akan melakukan alih fungsi rumah sewa tersebut dan oleh pemilik
sewaan sesuai dengan kesepakatan di berikan hak untuk merubah rumah
sewaan sebagai warung dan kos-kosan. Dengan syarat pihak penyewa
harus membayar upah atas rumah sewaan tersebut selama 4 tahun sebesar

8 juta perbulan tanpa terputus satu bulanpun.

“'Wawancara Bapak Suyono , Pemilik Rumah Hari Jum’at Tanggal 29 Agustus 2023
42 Wawancara Bapak Herman, Penyewa Hari Jum’at Tanggal 29 Agustus 2023
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Namun yang menarik praktik sewa menyewa di desa Sidodadi
tidak sedikit yang melakukan alih fungsi terhadap barang sewaan tanpa
di ketahui pemilik rumah atau tidak sesui dengan akad dalam sewaan.
Seperti pernyataan bapak Satria kinanda sebagai pemilik rumah.

“Pada awalnya saya menanyakan ke penyewa, rumah itu ingin di
gunakan untuk apa jika bapak jika bapak menggunakan rumah itu untuk
tempat tinggal saja bapak harus membayar 300 ribu saja pak tetapi jika
bapak menggunakannya untuk bisnis uang kontrakanya 600 ribu pak, dan
bapak itu pun menjawab hanya untuk tempat tinggal saja pak, tetapi pada
kenyataanya bapak penyewa itu mengubah fungsi rumah itu menjadi
warung tanpa sepengetahuan saya”*® Hal ini di benarkan oleh lbu Ani
sebagai penyewa. Dalam wawancaranya beliau telah mengalihfungsikan
rumah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik rumah dengan alasan faktor
ekonomi saya yang belum stabil. Kemudian menurut beliau rumah itu
sebelumnya tidak layak huni sehingga perlu di lakukan perubahan tanpa
ada bantuan dari biaya dari pemilik rumah dan rencana saya akan beritahu
di tahun depan dan saya akan membayar upah yang sesui pada tahun
depan juga” #

Peneliti juga menemukan peraktek pengalihan fungsi rumah sewa
yang serupa dengan data sebelumnya. Peneliti menemukan paktek

pengalihan fungsi rumah di dusun 3 Desa Sidodadi, dalam wawancara

2023.

4 Wawancara Bapak Satria Kinanda, PemilikRumah Hari Minggu Tanggal 13 Agustus

4 Wawancara Ibu Ani, Penyewa Rumah Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023
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dengan bapak Rido Ardiasah sebagai pemilik rumah sewa beliau
menyatakan“Pihak penyewa mengubah rumah sewaan saya menjadi
warung tanpa sepengetahuan saya saya merasa keberatan di karnakan dia
mengubah rumah, saya khawatir rumah saya akan rusak di karnakan

perubahan rumah tersebut »*°

Pernyataan di atas di benarkan oleh pak sugeng sebagai penyewa,
beliau telah mengalihfungsikan rumah ini untuk berdagang tanpa
persetujuan pemilik rumah dengan alasan pemanfaatan rumah sewaan
adalah hak penuh penyewa berikut kutipanya.“Alasan saya tidak
memberitahu pemilik rumah karna saya rasa penggunaan rumah ini
sepenuhnya adalah hak saya jadi saya pikir saya tidak harus memberitahu

pemilik rumah”*

Praktik ini sangat bertentangan dengan perjanjian awal yang telah
disepakati. Penyewa seharusnya tidak boleh mengubah penggunaan rumah
tanpa persetujuan pemilik rumah di karenakan jika pihak penyewa
mengubah rumah tersebut maka otomatis rumah itu akan di ubah menjadi

warung dan merubah bentuk rumah.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan
Fungsi Rumah Sewa Di Desa Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat

Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2023

4 Wawancara Bapak Rido Ardiansa,Pemilik Rumah Hari Minggu Tanggal 13 Agustus
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Sewa menyewa merupakan akad (perjanjian) yang berkenaan
dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga
sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayan
(sewa) tertentu. 4’

Pelaksaan praktik pengalihan fungsi rumah sewa ditinjau dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dinyatakan telah selesai, jika
rukun dan syarat ijarah dapat terpenuhi. Rukun ijarah dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan dalam pasal 295 yang terdiri
dari musta’jir (pihak yang menyewa), mu jir (pihak yang menyewakan)
ma jur (benda yang di ijarahkan ) dan akad.

Berikut ini hasil analisis dari penelitian terkaid dengan pelaksanaan
sewa menyewa rumah yang terjadi di Desa Sidodadi tinjauan dari
Kompelasi Hukum Ekonomi Syariah, berkaitan dengan rukun dan syarat
ijarah sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad perjanjian (must jir dan ma jur)

Pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa rumah di Desa
Sidodadi adalah pemilik rumah dan penyewa dengan tanpa adanya
paksaan dari pihak manapun. Para pihak yang terlibat dalam sewa
menyewa terdiri kalangan laki-laki dan perempuan yang rata-rata berusia
30 tahun ke atas, dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, dan

tergolong pendidikan rendah.

47 Soheri Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor. Ghalia
Indonesia,2011), 167
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Dalam Kompelasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syarat pihak-
pihak yang melakukan akad sewa menyewa diantarnya dalam pasal 301
bahwa®® “untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak
yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan malakukan
perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang berakad harus
berakal dan baligh (dewasa).

Berkaitan dengan syarat orang yang berakat dalam kompilasi
hukum ekonomi syariah (KHES) juga di atur dalam Pasal 23 ayat 1 dan
2 tentang persyaratan pihak-pihak yang berakad adalah orang
perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Serta
orang yang berakad harus cakap hukum, baligh dan tamyiz. Ini juga
sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafiiyah dan
Hanabilah yang mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu
baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan
ahli akad.*

Berdasarkan data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa para
pihak yang melakukan akad sewa menyewa di Desa Sidodadi tersebut
sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi
syariah (KHES), karena pihak pemilik rumah dan penyewa termasuk

seoang yang berakal dan telah baligh (Dewasa). Disamping itu juga

Him. 88.

4 M. Fauzan, Kompelasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Jakarta: Kencana, 2009),

4% Rahmad Safe’l, Fikih Muamalah (Bandung: pustaka Setia, 2001), HIm.125.
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kedua belah pihak yang berakad telah menyatakan kerelaannya untuk
melakukan kerja sama sewa menyewa tanpa adanya unsur paksaan
sedikitpun. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah Al-Quran surat An-

Nisa ayat 29:°°

OJLZ/;)Q\Y\JLULVQNVQ\)”H)KLY\)M\J,\M@M
s K 6 A 31 K Gl K ol 3

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama
suka di antara kamu, dan jangan lah kamu membunuh dirimu.
Sungguh Allah maha penyayang kepadamu™.

2. Benda yang disewakan (ma jur)

Pasal 303 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang
menjelaskan  bahwa.“mu’ajir haruslah  pemilik, wakilnya, atau
pemiliknya.”Dalam praktiknya sewa-menyewa di Desa Sidodadi barang
yang di sewakan adalah milik penyewa. Hal ini di perkuat dengan
pernyataan Bapak Satria Kinanda yang menyatakan bahwa rumah yang
Ia sewakan merupakan miliknya sendiri.“saya menyewakan rumah yang
saya miliki di karnakan rumah itu tidak ada yang menempati” >*dan juga
pernyataan Bapak Rido Ardiansa yang menyatakan bahwasanya rumah
itu milik ia sendiri dan memang untuk di sewakan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa benda

yang di sewakan di Desa Sidodadi tersebut sudah memenuhi persyaratan

%0 QS.An-Nisa’(4):29.
5l Wawancara Bapak Satria Kinanda,PemilikRumah Pada Hari Minggu Tanggal 13
Agustus 2023
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yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena
berdasarkan pernyataan di atas bahwasanya memang benar kepemilikan
rumah adalah milik mu ‘ajir itu sendiri.

. Akad ( ijab Kabul)

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua
pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melalukan perbuatan
hukum tertentu. Pelaksanaan akad (ijab gabul) antara pemilik sawah dan
penyewa dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Hal ini
disebabkan perjanjian kerja sama sewa menyewa rumah ini dilakukan
hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan antara pihak penyewa dan
pemilik rumah.

Tempat pelaksanaan terjadinya ijab dan qabul ialah rumah
pemilik rumah (orang yang menyewakan rumah). Ini menunjukkan
bahwa akad ijarah dilaksanakan dengan cara tatap muka secara langsung
antara pemilik rumah dengan penyewa. Hal ini juga sudah sesuai dengan
Pasal 302 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang intinya menjelaskan
bahwa akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak
jauh. Pelaksanaan ijab gabul diantara pihak penyewa dan pemilik rumah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam akad sewa menyewa rumah di
Desa Sidodadi sudah sesuai juga dengan ketentuan yang ada dalam Pasal
296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebab akad perjanjian
sewa menyewa dilakukan dengan kalimat yang jelas sehingga kedua

belah pihak antara pemilik sawah dan penyewa dapat saling memahami
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perkataannya yang diucapkan secara lisan tersebut. Pasal 296 Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjelaskan bahwa:

1. Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas

2. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau

isyarat.

Kemudian Untuk menghindari adanya kerugian bagi para pihak
yang berakad yang disebabkan oleh salah satu pihak ingkar janji, maka
seharusnya dalam perjanjian dilakukan pencacatan yang jelas sebagai
bukti yang kuat. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
Pasal 21 juga dijelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas Al-
Kitabah (tertulis) adanya perjanjian tertulis ini bertujuan agar hak dan
kewajiban kedua belah pihak yang berakad dapat dilaksanakan dengan
baik dan untuk menghindari terjadinya konflik diantara keduanya. Hal
ini sebagaimana fiman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Bagarah ayat 282

yakni: %2

~.
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Artinya:Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah

52 Qs. Al-Bagarah (2): 282.
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ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla kan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari
hutangnya, {Q.S, Al-Bagarah: T41),
4. Jasa atau Upah dalam ljarah
Berkaitan dengan masalah upah uang sewa dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam Pasal 307 bahwa.

1. Jasa ijarah berupa uang, surat berharga, dan benda lain
berdasarkan kesepakatan.

2. Jasa ijarah bisa dibayar dengan atau tanpa uang muka,
pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma jur selesai
digunakan, atau utang berdasarkan kesepakatan.

Perihal masalah uang sewa dalam sewa menyewa rumah di
Desa Sidodadi, telah disebutkan dengan jelas baik jenis,
macam,dan sifat dan alat pembayaran yang digunakan oleh kedua
belah pihak pada saat akad perjanjian berlangsung. Pembayaran
uang sewa rumah dilakukan pada saat melakukan akad, dalam
artian pembayaran setelah musta jir (penyewa) di awal pada saat
akad , hal ini menunjukkan bahwa dalam pembayaran uang sewa
rumah di Desa Sidodadi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada
dalam Pasal 307 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
yang telah dijelaskan diatas.

Sedangkan terkait dengan harga sewa dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam Pasal 315 yang

dijelaskan bahwa.
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1. Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan
sutuan waktu.
2. Satuan waktu yang di maksud dalam ayat (1) adalah menit,
jam, hari, bulan, dan tahun.
Pembayaran uang sewa rumah yang harus dibayarkan oleh pihak
penyewa. Pembayaran sewa ini dilakukan setiap awal bulan. Hal
ini menunjukkan dalam pelaksaannya sewa menyewarumah ini
juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 315 KHES.
5. Pemanfaatan Barang Sewaan
Berkaitan dengan pemamfaatan rumah penggunaan objek ijarah
(ma’jur) juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES), diantanya:
a) Pasal 309 >3
a. Musta’jir dapat menggunakan ma jur secara bebas apabila
akad ijarah dilakukan secara mutlak.
b. Musta jir hanya dapat menggunakan ma’jur secara tertentu
apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas.
2. Pasal 310
Musta jir dilarang menyewakan dan meminjamkan
ma jur Kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang
menyewakan.

Ketentuan menggunakan ma jur dalam sewa menyewa

53 M.Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES), HIm.89.
54 M.Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES), HIm.90.
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rumah di Desa Sidodadi juga sudah sesuai dengan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah Pasal 309 dan Pasal 310. Rumah
sebagai objek ijarah digunakan oleh pihak penyewa (musta jir),
sebagaimana perjanjian dalam akad sewa menyewa rumah terjadi.
Ini sebagai bukti bahwa penggunaan ma ’jur sudah sesuai dengan
yang ada pada Pasal 309. Serta rumah yang disewa dimanfaatkan
sendiri oleh pihak penyewa. Hal ini juga sudah sesuai dengan
ketentuan Pasal 310.

Rumah yang dijadikan sebagai objek sewa menyewa juga
telah dibenarkan menurut syaria’ karena termasuk benda yang
halal diperbolehkan oleh ajaran Agama Islam menurut kebiasaan
masyarakat Desa Sidodadi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jenis ma jur
Pasal 318:>°
1. Ma jur harus benda yang halal atau mubah
2. Ma jur harus hal-hal yang digunakan menurut islam
3. Setiap benda yang dijadikan objek ba’l dapat dijadikan

ma jur®®
Namun demikian dalam sejumlah praktik,terdapat ketidak
sesuain pemanfaatan barang sewaan sesuai dengan akad. Para
penyewa melakukan alih fungsi tanpa sepengetahuan pemilik rumah

sewaan. Hal ini pertentangan dengan pasa 319 ayat 2 yang berbunyi

55 M.Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah (KHES), HIm. 92.
% M.Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah (KHES), HIm. 92.
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hak-hak tambahan musta ’jir yang berkaitan dengan ma jur di tetapkan
dalam akad.

Praktik pengalihan fungsi rumah sewa tanpa sepengetahuan
pemilik rumah dan mengubah rumah sewan tersebut tanpa
sepengetahuna pemilik rumah dalam hal ini penyewa melanggar
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 319 ayat (2) hak hak
tambahan musta jir yang berkaitan dengan ma jur ditetapkan dalam
akad.

Dalam sewa menyewa rumah di Desa Sidodadi ini, terkait dengan
adanya pihak penyewa yang tidak sesuai dengan akad perjanjian
dengan mengalihfungsikan rumah sewaan tanpa sepengetahuan
pemilik rumah seperti yang sudah di jelasskan pada pernyataan
sebelumnya. Maka mengindikasikan terjadinya wanprestasi
sebagaimana penjelasan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
bahwa pihak yang dianggap melakukan ingkar janji apabila karena
kesalahannya.

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

b. Melaksanakan apa yang yang dijanjikan tetapi tidak

sebagaimana dijanjikan.

c. Malakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.

Permasalah ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Satria
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Kinanda sebagai pemilik rumah bahwa ;
“Pada awalnya saya menanyakan ke penyewa, rumabh itu ingin di
gunakan untuk apa jika bapak jika bapak menggunakan rumah itu
untuk tempat tinggal saja bapak harus membayar 300 ribu saja
pak tetapi jika bapak menggunakannya untuk bisnis uang
kontrakanya 600 ribu pak, dan bapak itu pun menjawab hanya
untuk tempat tinggal saja pak, tetapi pada kenyataanya bapak
penyewa itu mengubah fungsi rumah itu menjadi warung tanpa
sepengetahuan saya’™’
Pernyataan ibu Ani sebagai penyewa bahwa:
“Alasan saya tidak memberitahu pemilik rumah karna saya rasa
penggunaan rumah ini sepenuhnya adalah hak saya jadi saya pikir
saya tidak harus memberitahu pemilik rumah”®®

Pernyataan Bapak Rido Ardiansa sebagai pemilik rumah
bahwasanya :
“Pihak penyewa mengubah rumah sewaan saya menjadi warung
tanpa sepengetahuan saya saya merasa keberatan di karnakan dia
mengubah rumah, saya khawatir rumah saya akan rusak di
9559

karnakan perubahan rumabh tersebut

Pernyataan  Bapak  Sugeng sebagai  penyewa

2023

2023

5 Wawancara Bapak Satria Kinanda,Pemilik Rumah Hari Minggu Tanggal 13 Agustus

58 Wawancara lbu Ani,Penyewa Pada Hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023
59 Wawancara Bapak Rido Ardiansa,Pemilik Rumah Hari Minggu Tanggal 13 Agustus
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bahwasanya:

“Alasan saya tidak memberitahu pemilik rumah karna saya rasa
penggunaan rumah ini sepenuhnya adalah hak saya jadi saya pikir
saya tidak harus memberitahu pemilik rumah’®°

Hal inilah yang menunjukkan masih adanya wanprestasi
dalam perjanjian sewa menyewa rumah di Desa Sidodadi yang
dilakukan oleh beberapa orang dari penyewa, sebab dari pihak
penyewa masih ada yang memanfaatkan rumah tidak sesuai
dengan perjanjian, meskipun pihak pemilik rumah telah
melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan rumah kepada
pihak penyewa. Sehingga menjadikan pihak pemilik menjadi
keberatan karena rumah sewaan tersebut di ubah bentuk dan
manafaatnya oleh pihak penyewa tanpa sepengetahuan pihak
pemilik rumah.

Untuk menghindari adanya kerugian bagi para pihak terlibat
dalam perjanjian, maka hukum Islam menganjurkan untuk
melakukan pemenuhan atas perjanjian-perjanian yang telah
dibuat. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-

Maidah ayat 1:

3\
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Artinya; “ wahai orang —orang yang beriman! Penuhilah janji-
janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang
akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau
umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai
dengan yang dikehendaki”.

Pemenuhan perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah
pihak yang mengadakan perjanjian yakni pihak penyewa dan
pihak pemilik sawah untuk menunjukkan I’tikad baiknya. Hal ini
bertujuan agar nantinya tidak ada konflik antara kedua belah
pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik sewa menyewa

rumah di Desa Sidodadi ditinjau menurut Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah dinyatakan sah, karena telah sesuai ijarah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan wawancara dan observasi di Desa Sidodadi di kategorikan 4
bentuk 1) sewa menyewa untuk di manpaatkan menjadi tempat tinggal 2)
sewa menyewa untuk di jadikan tempat usaha 3) sewa menyewa dengan
alih fungsi sesuai dengan akad 4) terjadi pengalihan fungsi rumah sewa yang
tidak sesuai dengan akad.

2. Dari hasil penelitian praktik sewa menyewa di Desa Sidodadi pada prinsipnya
sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sepanjang
memenuhi syarat-syarat yang di muat dalam syara’. Namun ada praktinya
yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, atau yang
melanggar Pasal 319 yang berbunyi:

a. Hak-hak tambahan musta jir yang berkaitan dengan ma jur ditetapkan
dalam akad.

Artinya bahwa sewa menyewa rumah dapat dilakukan secara utang
sesuai dengan kesepakatan. Meskipun dalam praktiknya, ada beberapa
praktik yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Maka
mengindikasikan terjadinya wanprestasi sebagaimana penjelasan Pasal
36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pihak yang dianggap

melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya.
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b. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
a. Melaksanakan apa yang yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan.
b. Malakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
B. Saran
1. Diharapkan bagi mereka yang berkait dalam praktik sewa-menyewa rumah
kontrakan di Desa Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat Labuha Batu
Selatan, tentunya warga Desa sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat
Labuhan Batu Selatan yang beragama Islam jangan sampai terjadi
perselisihan serta merugikan antara satu sama yang lain.
2. Diharapkan kepada seluruh Warga masyarakat yang ingin menyewa rumah
harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemilik rumah

tersebut tanpa terkecuali.
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